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MOTTO 

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. 

Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 

boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 

 

 

(Qur’an surah Al-Baqarah ayat 216) 
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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA PLAT 

NOMOR KENDARAAN YANG PALSU DI WILAYAH HUKUM 

POLRESTABES PALEMBANG 

ERLANGGA BAGASKARA 

502019255 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi 

nasional yang harus dikembangkan dan dijaga perannya untuk mewujudkan 

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. 

Dalam meningkatnya jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang 

tidak dibarengi dengan perkembangan sarana dan prasarana menyebabkan 

banyaknya timbul permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul 

adalah penggunaan plat nomor kendaraan yang palsu yang marak digunakan 

masyarakat sehingga sulit untuk mengungkap penggunaan plat nomor 

kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dalam 

Pasal (3) Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya 

penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, beberapa 

masalah muncul dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor 

kendaraan yang palsu tersebut. Untuk itu, penulis menganalisis 2 (dua) 

permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna 

plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang, 

2) Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengguna plat nomor 

kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Penelitian 

dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Penulis melakukan 

penelitian empiris dengan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis 

dan bersifat deskriptif yang dimaksudkan menjabarkan data. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dari 

narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penegakan hukum pidana terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang 

palsu terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : 1) melalui laporan dari masyarakat yang 

melaporkan adanya penggunaan plat nomor kendaraan yang palsu di 

wilayah hukum Polrestabes Palembang, kemudian pihak Polrestabes 

Palembang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan tindak 

pidana tersebut, setelah dilakukannya penyelidikan maka pihak kepolisian 

melakukan penyidikan guna mengumpulkan dan mencari barang bukti 

sekaligus menemukan tersangkanya, apabila barang bukti sudah terkumpul 

dan cukup jelas serta tersangkanya sudah ditemukan maka proses akan 

dilanjutkan ke penuntut yang dilakukan oleh Jaksa untuk membuat surat 
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dakwaan untuk dilanjut proses putusan yang ditentukan oleh Hakim apakah 

terdakwa mendapat sanksi denda atau sanksi hukuman ancaman pidana 

kurunga paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp. 500.000 (Lima 

Ratus Ribu Rupiah). 2) Sanksi yang diberikan terhadap pengguna plat 

nomor kendaraan yang palsu yaitu seperti yang ditentukan dikenakan 

ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal 

Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). 

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pemalsuan, Plat Nomor 

Kendaraan Bermotor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Tanda nomor kendaraan bermotor atau sering disebut pelat nomor 

atau nomor polisi adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor 

di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. 

Berdasarkan fungsinya tanda nomor kendaraan bermotor yaitu sebagai bukti 

legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan 

lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Polri dan berisikan 

kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada 

kendaraan bermotor. Penggunaan pelat nomor kendaraan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 68, pelat nomor wajib memuat kode wilayah, 

nomor registrasi, dan masa berlaku, serta harus memenuhi syarat spesifikasi 

yang sudah diatur. 

   Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau 

benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. 

Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya 

yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui 

pemalsuan. 

   Menurut R. Soesilo pengertian pemalsuan masuk ke dalam Pasal 

263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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  Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 
pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan 
usaha utuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konseip hukum yang 
diharapkan.1 

Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah 
hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hokum 
sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah 
pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. 
Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 
dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang 
sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah 
melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam 
hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaarfeit).2 

 
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. 

Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben 
Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel 
adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana3. 
Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada 
keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang 
mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan 
hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana 
seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini 
adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga 
sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup tiga hal, 
yaitu: 

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-
organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan 
ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga. 

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang 
dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-
norma itu. 

3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu 
tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.4 

 

                                                           
1 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 

2016, hal. 108. 
2 M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib, Hukum Pidana Fundamental, 

Palembang, Unsri Press, 2013, hal. 1. 
3 Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia 

Indonesia, 1993, hal. 9. 
4 Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indoneseia, Tangerang Selatan,  

Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 1. 
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Menurut W.L.G. Lemarie, Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-
norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang 
(oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi 
berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan 
demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan 
suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-
tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan 
sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan 
dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta 
hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-
tindakan tersebut.5 

 
Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Belanda yaitu strafbaarfeit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda berarti 

sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaarfeit berarti sebagian dari 

suatu kenyataan yang dapat dihukum. 

Pertanggungjawaban pidana (Belanda) disebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau dalam bahasa Inggris criminal responsbility. Dalam 

bahasa Inggris  yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud 

untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. 

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan tersebut melawan hukum serta tidak 

ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana 

yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab 

maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

Menurut Simons, strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar 
hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat 

                                                           
5 W.L.G Lemarie, Dalam P.A.F Lamintang, Dalam Buku Fitri Wahyuni, Op Cit, 

hal. 1-2. 
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dihukum. Sedangkan menurut Pompe perkataan strafbarfeit merupakan 
sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum 
yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.6 

 
Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa 

yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam menurut kitab undang-
undang hukum pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak 
pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu 
kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh 
undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun 
unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk 
melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak 
karena gerakan oleh pihak ketiga.7 

 
 
Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak 

pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan 

atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undangundang 

telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undangundang 

atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan 

yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah 

orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah 

ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur 

subjektif maupun unsurunsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan 

untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah 

timbul karena digerakan oleh pihak ketiga. 

                                                           
6 Andi Sofyan, Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, 

hal.  97. 
7Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2005, hal. 115. 
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Pelaku kejahatan selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu 

tindak pidana. Adapun pengertian pelaku dalam hukum pidana, tidak sama 

dengan pelaku dalam bahasa sehari-hari, karena dalam pelaku hukum 

pidana selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi yang 

melakukan perbuatan itu (atau tidak melakukan). Untuk dapat dikenakan 

pertanggungjawaban, pelaku harus terbukti bersalah melakukan perbuatan 

tindak pidana, contohnya: tindak pidana pemalsuan tanda nomor kendaraan 

bermotor (TNKB). 

Perbuatan pidana pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Buku II 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencamtumkan 
bentuk perbuatan pemalsuan surat berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan 
surat diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 276 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan 
membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang 
sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari 
perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan 
memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan 
pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah 
atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat 
semula. Surat ini disebut dengan surat yang di palsukan.8  

 
Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang 

sering dikenal pelat nomor palsu kerap dilakukan. Jika dulu awaknya pelat 

nomor palsu lebih banyak dilakukan untuk mendukung tindakan kejahatan 

yang tujuannya untuk mengelabui agar kendraannya tidak terlacak. 

Sekarang pemanfaatannya semakin beragam. Mulai marak semenjak 

pengisian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor dicatat oleh 

pihak pertamina tujuannya agar dapat mengisi berulang kali. Selain itu, 

                                                           
  8Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta, Raja Grafindo 
Persada, 2005, hal. 3. 
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sering pula digunakan untuk kendaraan bermotor baru yang masih 

menunggu proses nomor polisi asli diproses. Karena pemilik sudah tidak 

sabar menggunakan kendaraan nya, akhirnya digunakanlah pelat nomor 

palsu untuk sementara waktu. Ironisnya, di era digitalisasi ini 

penyalahgunaan pelat nomor palsu berkembang hanya untuk kebutuhan 

konten media sosial atau hanya untuk sekedar gaya-gayaan agar pelat nomor 

tersebut terlihat menarik dan cantik yang angka atau hurufnya bisa dibaca 

jadi satu kata. Atau bisa juga karena pelat nomor aslinya tidak ada, maka 

pelat nomor palsu saja yang dicantumkan pada kendraan nya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Indonesia merupakan negara hukum, dalam 

pelaksanaan dan kehidupan masyarakat diatur oleh huum. Hukum di 

Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan 

tertulis ( Undang-Undang) atau yang tidak tertulis. Oleh karena itu, 

peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mematuhi dna 

menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas 

keputusan bersama dan di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 263 Juncto 266 KUHP menyebutkan pemalsuan 

plat nomor kendaraan bermotor dapat dikenai ancaman pidana selama 6 

hingga 7 tahun penjara. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penulis akan mengkaji 

lebih dalam terkait penegakan hukum pidana terrhadap pengguna plat 

nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang 
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yang nanti hasil penelitian tersebut akan diaplikasikan dan dituangkan 

dalam skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pengguna Plat Nomor Kendaraan Yang Palsu Di Wilayah Hukum 

Polrestabes Palembang”. 

 

B. Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan untuk 

memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan, 

yaitu: 

1. Bagimana penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan  

yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang? 

2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengguna plat nomor 

kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada “Penegakan 

Hukum Pidana Terhadap Pengguna Plat Nomor Kendaraan Yang Palsu Di 

Wilayah Hukum Polrestabes Palembang”, dengan mengambil lokasi 

penelitian di Polrestabes Kota Palembang dan tidak menutup kemungkinan 

untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

 1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengguna plat nomor 
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 kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang. 

2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengguna plat nomor  

 kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang. 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai 

pengabdian pada Almamater. 

 

D. Kerangka Konseptual 

  Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-

istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain : 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 
pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan 
usaha utuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konseip hukum yang 
diharapkan.9 

 
2. Pengertian Pelaku 

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa 
yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam menurut kitab undang-
undang hukum pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak 
pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu 
kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh 
undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun 
unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk 

                                                           
9 Bambang Waluyo, Op Cit, hal. 108. 
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melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak 
karena gerakan oleh pihak ketiga.10 

 
3. Pengertian Pidana 

 Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi 
keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk 
undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, 
yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat 
juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem 
norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana 
(hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat 
suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan 
bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana 
yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.11 

 
4. Pengertian Pengguna 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti 
proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. dalam 
menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang.12 
 
5. Pengertian Plat Nomor Kendaraan 

  Tanda nomor kendaraan bermotor atau sering disebut pelat nomor 
atau nomor polisi adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor 
di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.13 

 
6. Pengertian Palsu 

  Arti palsu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: tidak 
tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat, keterangan, uang, dan lain 
sebagainya).14 

  
7. Pengertian Polrestabes 
   

                                                           
10 Sudarto, Op Cit, hal. 115. 
11 P.A.F. Lamintang, Op Cit, hal. 1-2. 
12 https;//kbbi.web.id/pengguna/ Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pada 

pukul 19.46 WIB. 
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 
14 https;//kbbi.web.id/palsu/ Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pada pukul 

19.00 WIB. 
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  Polrestabes adalah singkatan dari polres kota besar, adalah polres 
yang berada pada ibukota provinsi dipimpin oleh Kombes Pol yang sudah 
menjabat minimal 3 tahun. 
 
 

E. Metode Penelitian 

 1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum empiris, yang bersifat deskrptif dengan 

menggambarkan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap 

pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum 

Polrestabes Palembang dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap 

pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum 

Polrestabes Palembang, sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Jenis Data 

Sehubung dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan baku primer peraturan perundang-undangan 

yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil 

penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), 

dan bahan tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, 
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kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, wikipedia, data statistik) yang 

relevan dengan permasalahan ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, 

antara lain Kasat Lantas Polrestabes Palembang dan Kanit Lantas 

Polrestabes Palembang, serta pihak-pihak berwajib. 

4. Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara 

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab sebagai berikut : 

BAB I     Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan , ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II    Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya 

dengan objek penelitian, yaitu : pengertian penegakan hukum, 

pengertian pelaku, pengertian pidana, pengertian plat nomor 

kendaraan, dan pengertian palsu. 

BAB III Pembahasan 
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Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap yang 

menjadi faktor dalam penegakan hukum pidana terhadap 

pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum 

Polrestabes Palembang. 

BAB IV Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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